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Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Klungkung Tahun 2022 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dan RPJMD 

Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023. Dinas Koperasi UKM telah menyusun Rencana 

Kerja Induk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022. 

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Induk Tahun 2022 sampai dengan triwulan II 

Tahun Anggaran 2022, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan 

kondisi yang terjadi selama tahun 2022. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah 

adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta 

saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Dan yang paling utama adalah adanya kondisi pendemi Covid-19 yang menyerap seluruh 

sumber daya yang ada  dan terjadi di hampir seluruh dunia. Perbedaan-perbedaan tersebut 

perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Rencana Kerja Perubahan untuk mengefektifkan dan 

memaksimalkan pencapian hasil pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini 

dimungkinkan dan sesuai dengan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja dapat 

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 
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a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, 

kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan 

Rencana Kerja berkenaan; 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah selanjutnya pedoman dan prioritas dalam 

pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022. 

1.2  Landasan Hukum 

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022, antara lain 

adalah sebagai berikut. 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);  

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737);  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

tahun 2015 -2019; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 

2009 – 2025; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 

Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Klungkung; 

18. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 
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1.3 Maksud Dan Tujuan 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten 

Klungkung Tahun 2022 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean 

governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2022. 

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini antara lain adalah : 

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan 

Kabupaten   Klungkung Tahun 2022; 

2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; 

3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM 

dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan 

pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

        1.1  Latar Belakang 

        1.2 Landasan Hukum 

        1.3 Maksud dan Tujuan 

        1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II dan Capaian 

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD sampai triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 

n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang  seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.  Selanjutnya dikaitkan 

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi 

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun 

sebelumnya. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap 

capaian kinerja  pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja 

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
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tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan 

perundangundangan  yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3  Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: 

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, 

Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi 

dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program 

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait  dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang 

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, 

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan 

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis 

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
Perangkat Daerah  

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun lalu (Tahun 2021) 

melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua 

Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan 

dalam 13 Program, 19 Kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan total dana Rp. 20.566.880.231,00. 

Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 

Tahun 2021 dilaksanakan dalam 8 Program, 12 Kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan alokasi 

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.140.993.291,00 . Bidang Urusan Perdagangan pada 

Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 8.425.886.940,00. Di tahun 2021  Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan 

sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. 

Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di 

tahun 2021, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain : 

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan. 

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan. 

3.  Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja 

program/kegiatan 

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Renja SKPD  Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra 

SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021, Realisasi 
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Fisik dan Anggaran Induk Tahun 2021 dan Rancangan Perubahan Tahun 2022, yang 

tercantum dalam tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel. 2.1.Rekapitulasi Realisasi Tahun 2021, Anggaran Induk Tahun 2022  
Dan  Rancangan Perubahan Tahun 2022 
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2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  

 Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan  Tahun 2022 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, dan Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja 

pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja 

pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  Kabupaten Klungkung disesuaikan 

dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  2018-

2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. 

 

2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.  

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai 

berikut :  

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan 

dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan.  

2.  Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.  

3. Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung 

masih perlu ditingkatkan.  

4.  Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan 

banyaknya rencana kegiatan.  

 

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai 

kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan 

Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa 

S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal, dapat diuraikan sebagai 

berikut :  
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Analisis Lingkungan Internal  

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu 

memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa 

mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada 

keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten 

Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai 

dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:  

a. Kekuatan (Strenght)  
Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa 

mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:  

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, 

sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;  

2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik 

lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan 

perkoperasian, UMKM, dan perdagangan.  

3. Jumlah aparatur yang memadai. 

4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM dan  Perdagangan. 

 

b. Kelemahan (Weakness)  

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pada masa mendatang meliputi:  

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan 

kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah 

Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga 

selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau 

kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui 

penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu 

dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-

diklat dan beasiswa pendidikan formal.  
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2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana 

dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan 

ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.  

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan 

Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, 

sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan 

dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana 

dimaksud baik melalui APBD maupun APBN.  

4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan 

di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.  

 

Analisis Lingkungan Eksternal  
Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap 

keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun 

ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di 

masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi :  

a. Peluang (Opportunity)  

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa 

mendatang adalah sebagai berikut :  

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai 

faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, 

UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;  

2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah 

Bali Timur;  

3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima ;  

4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau 

sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan 
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perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang 

percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;  

5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang 

berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi 

untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;  

6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam 

penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM  dan 

perdagangan.  

 

b. Ancaman (Treath)  
Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai 

berikut:  

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan 

distribusi rendah;  

2. Kurangnya fasilitas pendukung ;  

3. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional;  

4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi 

5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya 

penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan 

sarana/ prasarana;  

6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, 

mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan 

perekonomian pedesaan;  
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
3.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran 

Perubahan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022, pada dasarnya 

adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan 

program Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2018-

2023 pelaksanaan tahun ke-3 (2021). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan Renstra dan 

IKU Perangkat Daerah, maka dirancang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022: 

Tabel 3.1 
Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 

 



  15 
 

 



  16 
 

 



  17 
 

 

3.2  Program dan Kegiatan  
Pencapaian target kinerja yang ditentukan di perubahan tahun 2022 akan dicapai dengan 

merencanakan beberapa program dan kegiatan.  Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan 

mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  mencapai kinerja yang baik 

sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 

2018-2023.  

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Perubahan Tahun 2022 melaksanakan 3 

Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 

29.664.020.364,00 dengan keseluruhan 14 Program, 20 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.  

Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Tahun 2022 dilaksanakan dalam 8 Program, 12 

Kegiatan, 16 Sub Kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.345.770.956,00 sedangkan 

Bidang Perdagangan pada Tahun 2022 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan, 7 Sub 

Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.972.900.966,00 dan Bidang Urusan 

Perindustria dengan 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 

345.348.442,00 

Pendanaan yang dibutuhkan pada Perubahan Tahun 2022 menyesuaikan dengan 

kebutuhan yang riil / sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa 

Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut 

dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat dan pengurangan anggaran akibat 

dampak pendemi Covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 
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seperti tercantum dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun 

besarannya berbeda akibat pengurangan.  

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di perubahan Tahun 2022 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan 

pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil 

pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2022 disampaikan 

pada Tabel sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 
Tabel Program dan kegiatan  

Perubahan Tahun 2022 
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